
QANUN ACEH 
NOMOR 5 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH 
TAHUN ANGGARAN 2012 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

GUBERNUR ACEH, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 
(Memorandum of Understanding Between The Government of 
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement  Helsinki 15 
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan 
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk 
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, 
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak 
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan 
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang 
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,                 
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD 
berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, dan 
Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh;  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Perubahan 
APBA, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA setiap tahun 
ditetapkan dengan Qanun; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
12. Undang-Undang... 
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12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 
4633); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5048); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 

 
23. Peraturan... 

 



 - 4 - 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah; 

26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 
Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe 
Aceh Darussalam Nomor 11); 

27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 
dan Dana Otonomi Khusus segaimana telah diubah dengan 
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan dana Bagil Hasil Minyak dan Gas Bumi 
dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); 

28. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah 
diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 11). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 
dan 

GUBERNUR ACEH 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 
2012. 

Pasal 1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya 
disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta 
ditetapkan dengan Qanun Aceh. 

 

2. Penerimaan... 
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2. Penerimaan  adalah uang yang masuk ke rekening Kas Umum 
Aceh. 

3. Pengeluaran  adalah uang yang keluar dari rekening Kas Umum 
Aceh. 

4. Pendapatan adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

5. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih. 

6. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh 
dan Belanja Aceh. 

7. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh 
dan Belanja Aceh. 

8. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya. 

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran. 

10. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai 
uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali. 

11. Piutang adalah jumlah uang yang telah wajib dibayar kepada 
Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

12. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh 
dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan 
uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, 
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

Pasal 2 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2012 
berupa Laporan Keuangan terdiri dari:  

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan. 
 

Pasal 3 

  Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf  a sebagai berikut : 
1. Pendapatan  ............  Rp 9.180.143.048.437,63 
2. Belanja & Transfer  ..  Rp 8.757.319.943.552,18 

Surplus....................  Rp   422.823.104.885.45 

3. Pembiayaan... 
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3. Pembiayaan 
- Penerimaan  ..........  Rp 1.508.840.608.851,30 
- Pengeluaran  .........  Rp                                   -                        

Pembiayaan Netto..  Rp 1.508.840.608.851,30    

Pasal 4 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 sebagai berikut: 

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah                   
Rp 497.050.642.053,63 dengan  perincian sebagai berikut: 
a.  Angaran Pendapatan  ... ................ Rp 8.683.092.406.384,00 
b. Realisasi  ...................................... Rp 9.180.143.048.437,63 

  Selisih Lebih  ................ Rp    497.050.642.053,63    

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah                        
Rp 954.618.710.248,82 dengan rincian sebagai berikut: 
a.  Anggaran Belanja.......................... Rp 9.711.938.653.801,00 
b.  Realisasi........................................ Rp 8.757.319.943.552,18 
 Selisih kurang ............. Rp    954.618.710.248,82   

 

  3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah                                           
Rp 1.451.669.352.302,45 dengan rincian sebagai berikut: 
a.  Defisit Anggaran ........................... Rp 1.028.846.247.417,00     
b.  Surplus Realisasi  ......................... Rp    422.823.104.885,45 

     Selisih Kurang .......... ... Rp 1.451.669.352.302,45    

 

  4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 
sejumlah Rp472.994.361.434,30 dengan rincian sebagai berikut: 
a.  Anggaran Penerimaan Pembiayaan... Rp1.035.846.247.417,00 
b.  Realisasi ....................................... Rp1.508.840.608.851,30 

  Selisih lebih Rp   472.994.361.434,30                        

 5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 
sejumlah Rp7.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a.  Anggaran Pengeluaran Pembiayaan .. Rp         7.000.000.000,00 
b.  Realisasi  ....................................... Rp                                    -                        

 Selisih Kurang  ............. Rp         7.000.000.000,00 

 6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah                                      
Rp479.994.361.434,30 dengan rincian sebagai berikut: 
a.  Anggaran Pembiayaan Netto .......... Rp1.028.846.247.417,00 
b.  Realisasi ........................................ Rp1.508.840.608.851,30 

 Selisih lebih.................. Rp   479.994.361.434,30                        

 
Pasal 5... 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per                     
31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut : 
1.  Jumlah Asset ..................................... Rp 18.970.445.536.273,67 
2.  Jumlah Kewajiban .............................. Rp        76.238.763.559,92                          
3.  Jumlah Ekuitas Dana ......................... Rp 18.894.206.772.713,67 

Pasal 6 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 
2012 sebagai berikut : 

1.  Saldo awal kas di BUA .......................... Rp1.506.460.908.360,30 
2.  Arus kas bersih dari aktivitas operasi ... Rp1.237.815.112.284,45 
3.  Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset  
 Non keuangan ............................................. Rp     (814.992.007.399,00) 
4.  Arus kas bersih dari aktivitas 
 Pembiayaan .......................................... Rp                                  -                         
5.  Arus kas bersih dari aktivitas 
 non anggaran  ...................................... Rp       2.041.169.855,00 
6.  Saldo akhir kas per  
 31 Desember tahun 2012  .................... Rp1.932.074.664.691,04 

 

Pasal 7 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d memuat informasi baik 
secara kuantitaf maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 8 
 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2012 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 
Qanun ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran. 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
menurut Urusan Pemerintahan Aceh dan 
Organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Aceh, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh 
untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; 

 
Lampiran I.6... 
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Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah; 

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Lainnya; 

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya; 

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan; dan 

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah. 

2. Lampiran II : Neraca. 

3. Lampiran III : Laporan Arus Kas. 

4. Lampiran IV  : Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Pasal 9 
 

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagai rincian lebih lanjut 
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2012. 

 
Pasal 10 

 
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 5  

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal, 26 September  2013 M
     20 Dzulkaidah 1434 H 

 
GUBERNUR ACEH, 

 
 

 
ZAINI ABDULLAH 

 
 Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal, 26 September  2013 M 
             20 Dzulkaidah 1434 H  
 

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 
 
 
 

T. SETIA BUDI 
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